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PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja merupakan salah satu acuan kepala Perangkat Daerah
dalam penyusunan RKA-SKPD;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan prinsip
efektifitas dan efesiensi perlu menetapkan analisis standar
belanja dengan peraturan gubernur;

c. bahwa analisis standar belanja telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Analisis
Standar Belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan
perlu penyesuaian agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan
secara terukur sehingga Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun
2014 perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepuluan Bangka Belitung Nomor 57);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri
D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Analisis Standar Belanja adalah alat untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh PD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi.

Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan
mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam
rangka penyusunan rencana belanja.

Deskripsi Kegiatan adalah paparan yang menjelaskan
pengertian dan definisi dari suatu Analisis Standar Belanja.
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8. Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang
memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.

9. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) adalah belanja yang
nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.

10. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) adalah belanja
yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target
kinerja suatu kegiatan.

11. Formula perhitugan Belanja Total adalah rumus yang
digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu
kegiatan.

12. Batasan Akolasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek
belanja terhadap total belanja suatu kegiatan yang terbagi
dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas
atas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur
belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku
sama untuk seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Penerapan  Analisis Standar  Belanja  bertujuan  untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan
pengendalian anggaran.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Analisis standar belanja mencakup penyetaraan kegiatan,
perhitungan dan tata cara penerapan.

Pasal 5

(1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan
yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama
dalam rangka penyusunan rencana belanja.

(2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 6

(1) Analisis Standar Belanja dipergunakan untuk menentukan
besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-
SKPD.

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui perhitungan analisis standar belanja yang
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tata cara penerapan analisis standar belanja tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Ketentuan besaran total belanja dan besaran obyek belanja RKA-
SKPD yang belum ada atau belum diatur penyetaraan dalam
Analisis Standar Belanja ini ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan
jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi, akan dilakukan kebijakan
penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dokumen perencanaan anggaran Pemerintahan Daerah dan PD
yang disusun setelah pengundangan Peraturan Gubernur ini wajib
disesuaikan dengan Analisis Standar Belanja ini paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 35 Seri E) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
ERZALDI ROSMAN
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR
NOMOR 26 SERI E



